BAB III
PENUTU

P

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan uraian dari penelitian yang diuraikan oleh

penulis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

Australia merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa
Tahun 1951 dan Protokol New York 1967, sebagai negara yang telah
meratifikasi konvensi dan protokol tersebut Australia memiliki
kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan yang ada didalamnya.
Kedatangan boat people ke wilayah Australia melalui laut yang terus
meningkat membuat Australia melakukan tindakan menolak atau
mengembalikan pengungsi dan pencari suaka. Selain meningkatnya
angka pengungsi dan pencari suaka, Australia menganggap bahwa boat
people merupakan suatu ancaman kedaulatan negara, nilai sosial
budaya, ancaman terorisme dan identitas masyarakat bagi Australia.

2. Dibuatnya kebijakan PNG Solution dengan memindahkan pengungsi
dan pencari suaka yang datang menggunakan kapal dengan tujuan
Australia ke pusat detensi yang dibangun di Papua Nugini melanggar
prinsip non refoulement dan ketentuan dari konvensi dan protokol yang
melarang negara untuk menolak atau mengembalikan dan memberikan

pengungsi dan pencari suaka pada pihak negara ketiga.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka penulis mengajukan saran

sebagai berikut:

1. Bagi negara yang telah meratifikasi maupun yang belum meratifikasi
Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York 1967 jika
melakukan tindakan menolak atau mengembalikan pengungsi dan
pencari suaka perlunya pengaturan sanksi kepada negara yang
melakukan pelanggaran prinsip non refoulement yang tegas oleh
masyarakat internasional, agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran
terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap prinsip non
refoulement.

2. Bagi pemerintah Australia dalam menangani pengungsi dan pencari
suaka yang masuk kedalam wilayah negaranya dapat dilakukan
dengan lebih memperhatikan rasa kemanusiaan terhadap pengungsi
dan pencari suaka dengan tidak menolak atau mengembalikan ke
negara asal maupun negara ketiga dengan memberikan perlindungan
yang layak sehingga tidak terjadi kembali pelanggaran terhadap

prinsip non refoulement.
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